






1.1 Latar Belakang 
Semakin ketatnya persaingan bisnis, mendorong setiap perusahaan 
untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya. Lebih banyak pihak 
yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan menyebabkan semakin banyak 
pula informasi yang perlu diungkapkan. Pengungkapan informasi yang berguna 
bagi pemangku kepentingan menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan. 
Informasi yang diungkapkan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan, 
dan transparan, karena informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan 
bagi pengguna informasi tersebut khususnya pihak investor. Hal tersebut 
disebabkan kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang mengandung risiko 
dan ketidakpastian. Karena risiko yang melekat ini, maka informasi yang 
disajikan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko dan 
ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Dengan demikian, maka diperlukan 
pengungkapan (disclosure) yang memadai (Sudamarji, 2007 dalam Fathimiyah 
dkk, 2011). 
Pengungkapan (disclosure) memberikan implikasi bahwa keterbukaan 
merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem 
korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme corporate governance 
seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi (Fathimiyah 





 pengungkapan wajib (mandatory disclousure) dan pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus 
diungkapkan oleh perusahaan yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu 
negara. Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang 
diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. 
Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi 
persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan 
memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan 
tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas 
pengungkapan sukarela antar perusahaan. 
Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara 
sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan 
mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar 
daripada biayanya. Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan 
sukarela adalah biaya modal yang rendah (Elliot, Robert K. dan Jacobson, Peter 
D, 1994 dalam Fathimiyah dkk, 2011). Pengungkapan informasi oleh perusahaan 
diharapkan akan membantu investor dan kreditor memahami risiko investasi. 
Setiap perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek wajib 
menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan informasi material lainnya 
kepada Bapepam dan publik. Laporan tahunan wajib memuat informasi keuangan 
penting, laporan dewan komisaris, laporan dewan direksi, profit perusahaan, 
analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab 





(2008) mengemukakan bahwa dari sekian jenis industri yang ada, industri 
manufaktur memiliki tingkat pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas 
dibandingkan dengan industri yang lainnya. 
Sejak tahun 2000, Bapepam bersama dengan pihak-pihak lain yang 
terkait, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong 
penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (tata kelola korporasi yang 
baik) kepada semua pelaku pasar di Pasar Modal Indonesia. Penerapan prinsip-
prinsip good corporate goernance diyakini sebagai salah satu faktor utama yang 
mampu membangun dan mewujudkan kinerja perusahaan yang lebih baik 
sehingga tercipta pasar modal yang sehat.  
Banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang 
memperburuk kondisi Indonesia pada saat krisis tahun 1997 adalah  lemahnya 
corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan 
perusahaan. Peristiwa lain seperti kasus yang menimpa Enron dan Worldcom 
semakin memicu peningkatan penerapan good corporate governance dengan lebih 
memfokuskan terhadap peran dari manajemen risiko. Risiko merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari strategi bisnis dan operasional perusahaan sehari-
hari. 
Setiap perusahaan pasti menghadapi resiko baik dari segi financial 
maupun operasional. Dalam situasi perekonomian yang tidak pasti, banyaknya 
persaingan bisnis, serta kompleksitas perusahaan yang terus meningkat, sistem 
manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengurangi dan menangani 





melindungi para pemangku kepentingan dari akibat buruk yang mungkin terjadi 
karena adanya risiko. 
Manajemen risiko dimulai dari adanya kesadaran manajemen 
menyadari bahwa risiko itu pasti ada di dalam suatu perusahaan. Penerapan 
manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu 
memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya 
(Susilo dan Kaho, 2010). Informasi mengenai manajemen risiko sangat berguna 
bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi para investor. Informasi ini 
berguna bagi investor untuk melakukan analisis risiko agar pengembalian yang 
diharapkan dapat terpenuhi. Manajemen risiko mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam membentuk good corporate governance. 
Mekanisme pengawasan dari corporate governance yang terdiri dari 
struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi 
domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik (Hapsoro, 2007) dan 
ukuran perusahaan, dimana mekanisme ini dapat mengontrol perusahaan lebih 
optimal, sehingga dapat menurunkan konflik kepentingan (conflict of interest) 
yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Selain itu, 
dapat mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi 
stakeholder. Laporan keuangan dan pengungkapannya penting dan berarti bagi 
manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja 
perusahaan kepada stakeholder (Healy dan Palepu, 2001). 
Kepemilikan manajemen adalah proporsi saham biasa yang dimiliki 





disejajarkan dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Ririn 
(2011), mengungkapkan bahwa Kepemilikan institusi domestik merupakan 
kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau 
lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan 
kepemilikan institusi lain). Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara 
asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman 
modal di wilayah Republik Indonesia (Fathimiyah dkk, 2011). Kepemilikan 
publik adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh 
masyarakat umum (bukan institusi signifikan) . Kepemilikan publik memiliki arti 
penting dalam memonitor manajemen serta mendorong peningkatan pengawasan 
yang lebih optimal dalam perusahaan.  
Ukuran perusahaan dapat diartikan besar kecilnya sumber daya yang 
dimiliki perusahaan tersebut, baik itu sumber daya modal ataupun sumber daya 
manusia yang dimilikinya. Besar (ukuran) perusahan dapat dinyatakan dalam total 
aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Semakin 
besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi yang akan 
diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan karena 
perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut. 
Banyak penelitian terdahulu yang mengungkapakan struktur 
kepemilikan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 
laporan keuangan perusahaan seperti Kumala Dewi (2009) yang menyatakan 
bahwa porsi saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 





porsi kepemilikan saham publik dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan 
perusahaan. Serta Fathimiyah dkk, (2011) yang meneliti tentang pengaruh srtuktur 
kepemilikan terhadap risk management disclosure. Namun di Indonesia sendiri, 
penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko masih sedikit. Maka dari itu 
peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran 
perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko dengan mengambil judul 
“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Survey Perusahaan Perbankan 
yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2011)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 
manajemen risiko? 
2. Apakah kepemilikan manajermen berpengaruh tehadap pengungkapan 
manajemen risiko? 
3. Apakah kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap 
pengungkapan manajemen risiko?  
4. Apakah kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap pengungkapan 
manajemen risiko?  
5. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan 





1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 
manajemen risiko. 
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen tehadap pengungkapan 
manajemen risiko.  
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusi domestik terhadap 
pengungkapan manajemen risiko.  
4. Mengatahui pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap pengungkapan 
manajemen risiko.  
5. Mengatahui pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan 
manajemen risiko.  
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam pengungkapan manajemen risiko. 
3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran 
sekaligus bahan pertimbangan dalam  mengambil keputusan yang 





4. Bagi para Akademisi, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 
dan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian 
selanjutnya yang lebih relevan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang 
meliputi teori agen, teori sinyal, teori corporate governance, struktur 
kepemilikan, ukuran perusahaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, variabel 
penelitian dan definisi operasional variabel yaitu tentang deskripsi 
variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, 
penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan metode analisis 
deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV Gambaran Subyek Penelitian & Analisis Data 
Bab ini berisi tentang hal-hal yang terkait tentang subyek penelitian, 
analisis deskriptif variabel-variabel penelitian, analisis hipotesis serta 





BAB V Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian, keterbatasan 
penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. 
 
